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Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu." (QS. Al-Baqarah [2] : 168) 
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ABSTRAK 

Abdul Aziz, 2021: Penerapan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Keripik Singkong 

Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 

(Studi Kasus Di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember) 

 

Dalam ajaran Islam, seorang muslim diajarkan mengkonsumsi makanan 

halal. Kita seorang muslim dilarang mengkonsumsi makanan yang haram, dalam 

hal tersebut pemerintah cukup sigap dengan mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk 

memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersedian 

produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi serta menggunakan 

produkbagi pelaku usaha bisa meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi dan 

menjual suatu produk 

Fokus penelitian yang di teliti dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana 

penerapan sertifikasi halal bagi produk UMKM Keripik Singkong setelah 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe 

Kabupaten Jember? 2) Bagaimana urgensi penerapan sertifikat halal bagi produk 

UMKM Keripik Singkong setelah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Di Desa 

Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sertifikasi halal 

bagi produk UMKM Keripik Singkong setelah Undang-Undang No. 33 Tahun 

2014 Di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember serta untuk 

mengetahui urgensi penerapan sertifikat halal bagi produk UMKM Keripik 

Singkong setelah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Di Desa Plerean 

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan 

(fieldresearch) bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 Hasil dari penelitian ini adalah 1) Adapun penerapan mengenai sertifikasi 

halal bagi produk UMKM belum terlaksana dikarenakan dari pelaku usaha sendiri 

mengaku tidak mengetahui bahwa produk yang beredar harus bersertifikasi halal, 

pelaku juga merasa kesulitan untuk mendaftarkan produknya serta takut memakan 

biaya yang bersar dikarena pelaku usaha masih tidak mempunyai dana untuk 

mendaftarkan produknya. 2) Urgensi penerapan sertifikasi halal bagi produk 

UMKM di Kabupeten Jember (Desa Plerean) ternyata masih banyak yang tidak 

tersertifikasi halal dikarenakan ketidak tahuan pelaku usaha terhadap pentingnya 

sertifikasi halal serta kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal 

sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang jaminan produk halal. 

Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM 

menyebabkan tidak terlaksananya Undang-Undang tentang jaminan produk hahal. 

 

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, UMKM, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 

Tentang Jaminan Produk Halal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan usaha di Indonesia telah membawa dampak yang 

berarti bagi masyarakat, adanya perubahan dalam hal kesejahteraan 

masyarakat baik yang mengalami peningkatan maupun penurunan telah 

memberikan dampak terhadap perubahan gaya hidup dan cara pandang 

masyarakat, terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Perubahan  

gaya hidup dan cara pandang masyarakat, terutama dalam hal konsumsi 

makanan dan minuman ini harus disikapi oleh semua pihak yang 

berkepentingan dalam kalangan dunia usaha.  

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia 

sangatlah pesat, melalui tiga buah fase pertumbuhan yang ditentukan 

berdasarkan data yang diperoleh dari pengalaman negara maju. Ketiga fase 

tersebut dapat menjelaskan perkembangan usaha dilihat dari struktur skala 

usaha di sektor Industri berdasarkan wilayah dan waktu di negara yang sedang 

berkembang.
1
 Usaha kecil sebagai usaha yang merupakan kegiatan ekonomi 

rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk 

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang.
2
 

Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, 

minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa 

genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh 

                                                           
1
 Wawan Dhewanto dkk, Internasionalisasi UKM Usaha Kecil Dan Mikro Menuju Pasar 

Global(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019), 23. 
2
 Sentosa Sembiring, Hukum Dagang(Bandung: Citra Aditia Bakti, 2015), 93. 
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masyarakat. Sedangakan Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan 

halal sesuai dengan syariat Islam.
3
 

Bangsa Indonesia sebagian besar yang masyarakatnya muslim mereka 

sangatlah perlu dilindungi utamanya dalam hal kepastian hukum syariat dalam 

hal ini kepastian produk halal. Hal ini menyangkut tanggunjawab pihak pelaku 

usaha produk pangan yang memasukkan produknya ke wilayah Indonesia. 

Mereka diminta untuk berlaku jujur menyebutkan apakah produk pangannya 

haram atau halal. Jaminan produk pangan halal berangkat dari informasi yang 

benar, jelas dan lengkap baik secara kuantitatif maupun kualitas dari produk 

pangan yang mereka konsumsi. Dengan demikian praktik-praktik 

kadaluwarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi 

pangan dan penggunaan bahan bahan berbahaya lainnya serta perbuatan-

perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian masyarakat, bahkan mengancam 

keselamatan dan kesehatan dapat terhindar.  

Pencantuman label halal khususnya pada produk pangan yang jelas 

dan benar akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan 

mengkonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Oleh karena itu 

pencantuman label halal tersebut harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga 

menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak 

konsumen. Pencantuman label halal ini sangat penting, tidak hanya untuk 

konsumen, tapi juga untuk para produsen.
4
 Label halal ini gunanya 

                                                           
3
 Sekretariat Negara RI, Pasal 1 Undang -Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal. 
4
 Sofyan Hasan, Sertifikasi Halan Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia 

(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014),242. 
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memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen sebagai jaminan untuk 

mereka kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang 

tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika. Untuk produsen, 

label halal ini berfungsi dalam membangun kepercayaan dan loyalitas 

konsumen terhadap produk-produk mereka. Produk yang bersetifikat halal 

juga jadi memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak 

mencantumkan label halal di produknya.
5
 

Produk makanan yang beredar di Indonesia diwajibkan berlabel halal 

yang di berikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 

sehingga konsumen bisa memahami bagaimana memilih produk berlabel halal 

yang benar-benar terjamin kehalalannya. Pada akhirnya konsumen muslim 

akan lebih memilih produk yang sudah berlabel halal resmi, dibandingkan 

dengan produk yang tidak ada label halalnya. Banyaknya produk makanan 

yang tidak berlabel halal sangatlah meresahkan masyarakat, karena kehalalan 

suatu produk menjadi tolak ukur masyarakat sebagai konsumen untuk 

membeli suatu barang yang akan dibelinya. Dalam Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 33 ayat (1) dijelaskan bahwa 

penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

melalui Sidang Fatwa Halal. 

Jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk 

mendapatkan perhatian dari negara lain, maka dari itu lahirlah Undang-

                                                           
5 https://wr4.uai.ac.id/mengapa suatu produk penting-untuk di sertifikasi (Diakses Pada Tanggal 6 

Juni 2021 Pukul 15.30 WIB) 

https://wr4.uai.ac.id/mengapa%20suatu%20produk%20penting-untuk%20di%20sertifikasi
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Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bertujuan 

untuk: 

1. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian 

ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan 

menggunakan produk; 

2. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan 

menjual produk halal.
6
 

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat 

muslim, baik itu pangan, obat-obatan, maupun barang-barang konsumsi 

lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga 

non muslim, sebab makanan yang halal itu sudah pasti sehat. Banyaknya 

produk-produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, 

terutama, konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang 

benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat. 

Dalam konteks di Indonesia, perlindungan makanan menjadi standar 

yang perlu dipenuhi. Hal ini karena produk makanan yang terdistribusi akan 

diserap oleh pasar yang mayoritas konsumennya adalah pemeluk agama Islam 

yang mewajibkan pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan yang halal. 

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim yang diwajibkan untuk 

mengkonsumsi produk makanan halal. Oleh karena itu, informasi tentang 

kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar 

makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. 

                                                           
6
 Sekretariat Negara RI, Pasal 3 Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal. 
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Dalam menciptakan suatu barang tentunya produsen harus bisa 

menjaga kehalalan produksinya mulai dari pemilihan bahan-bahan yang 

dipakai, proses pembuatan sampai dengan pengemasan produk. Produk halal 

berarti produk yang telah di nyatakan halal sesuai dengan syariah. Kewajiban 

dalam mengkonsumsi produk halal membuat para pembisnis global, tidak 

terkecuali pembisnis non muslim, berusaha menciptakan produk yang halal, 

mengingat jumlah penduduk muslim merupakan penduduk terbanyak di 

Indonesia, lembaga yang berwenang menentukan halal tidaknya suatu produk 

tersebut adalah LPPOM MUI (lembaga pengawasan pangan obat obatan dan 

makanan majelis ulamak Indonesia). Produk yang di nyatakan halal akan 

mendapat sertifikasi kehalalan. Peraturan dan sertifikasi produk halal 

membentuk mekanisme yang baik untuk membantu umat Islam dalam 

memenuhi komitmen dan ketaatan mereka terhadap ajaran syariat Islam.
7
 

Menyediakan pangan halal dan aman adalah bisnis yang harus di 

penuhi oleh pelaku usaha, dengan adanya label (sertifikasi) halal dapat 

mengundang pelanggan. Sebaliknya bagi produsen yang tidak memberikan 

keterangan halal yang memasarkan produknya di negara seperti Indonesia 

yang berpenduduk mayoritas muslim, produknya akan kurang diminati 

sehingga merugikan pelaku usaha sendiri. Pangan halal bagi muslim itu 

terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Seperti 

                                                           
7
 Nurul Huda, Khamim Hudori, dan Rizal Fahlevi, Pemasaran Syariah (Depok: Kencana, 2017), 

128. 
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daging yang berasal dari hewan yang halal yang disembelih sesuai syariat 

Islam dan lain sebagainya.
8
 

Tentunya tidak sedikit dari masyarakat ketika ingin mendapatkan atau 

membeli suatu barang yang dubutuhkan tetapi tidak melihat label halal pada 

kemasan produk yang akan dibelinya, maka disitulah akan timbul rasa 

khawatir apakah produk yang akan dibelinya halal untuk dikonsumsi atau 

tidak. Terkadang umat yang beragama Islam juga tidak terlalu 

mengkhawatirkan mengenai makanan dan minuman yang tidak 

mencantumkan label halal. Dengan adanya perlindungan konsumen 

meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi 

dirinya dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang 

atau jasa. Selain itu, tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan 

pemberdayaan konsumen dalam menentukan dan menuntut haknya sebagai 

konsumen. Pemberdayaan di sini dapat diartikan sebagai upaya menuju 

terciptanya konsumen yang cerdas terhadap pentingnya kepastian hukum dan 

keterbukaan akses informasi terutama terkait dengan transparansi kualitas 

barang sehingga tidak merugikan kesehatan, kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan konsumen.
9
 

Konsumen juga harus meningkatan kemampuannya menseleksi barang 

yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan yang akan dikosumsi sudah 

bersertifikat halal atau tidak, karena pada saat ini banyak produsen yang 

                                                           
8
 Asep Syaifudin Hidayat dan Mustolih Siradj, “Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada 

Produk Mangan Dan Industri”, Vol.Xv, No. 2 (Juli, 2015). 
9
 Khotib Sholihin, Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan 

Kemaslahatan Umat1, Vol. IX 2020. 
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menginginkan laba yang banyak sehingga mencampur sesuatau yang dilarang 

oleh agama Islam dengan tujuan menghemat modal dan memperoleh untung 

yang banyak. Dalam hal ini negara sesungguhnya telah mengatur persoalan 

label halal melalui peraturan perundang-undangan. Aturan khusus yang 

mengatur masalah jaminan kehalalan produk adalah Undang-Undang No. 33  

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai petunjuk bahwa produk itu 

telah sesuai dengan syariat Islam. Sesuai ajaran agamanya, umat muslim harus 

mengkosumsi makanan yang halal dan baik karena hal tersebut telah menjadi 

suatu syarat di Agama Islam.
10

 

Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, kini keripik 

singkong di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember mulai 

diinovasikan berbagai varian rasa. Sejatinya, produk keripik singkong bukan 

barang baru bagi masyarakat Indonesia. Namun dengan menambahkan 

berbagai inovasi dalam hal peningkatan level dan jenis rasa, kini keripik 

tersebut banyak dicari konsumen dan menjadi salah satu peluang bisnis 

menarik yang menjanjikan untung besar bagi pelakunya. Selain inovasi dari 

segi rasa, para pemilik UMKM juga berinovasi dari segi kemasan produk dan 

pemasaran sehingga dapat menambah  jangkaun konsumen. Usaha tersebut 

juga diharapkan oleh para pengusaha keripik di Desa Plerean Kecamatan 

Sumberjambe Kabupaten jember agar mampu memberikan peluang kerja bagi 

tenaga kerja potensial yang saat ini jumlahnya sangat melimpah yang 

                                                           
10

 Parningotan Malau dan Irene Sivinarki, “Analisis Persefektif Hukum Permohonan Sertifikasi 

Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsuman”, Vol.7 No. 3 Tahun 2020. 
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terpaksa harus menganggur akibat tidak adanya kesempatan bekerja atau 

terkena PHK.  

Adanya berbagai inovasi rasa, kemasan produk,  pemasaran dan juga 

adanya tujuan untuk meminimalisir pengangguran dengan pemberdaayaan 

SDM sekitar daerah UMKM Keripik Singkong di Desa Plerean Kecamatan 

Sumberjambe Kabupaten Jember, sehingga hal ini juga harusnya mendapatkan 

perhatian dari pemerintah setempat untuk pemberdayaan UMKM daerah. 

Berbagai langkah inovasi dari berbagai segi, membuat minat konsumen terus 

meningkat. Namun, inovasi yang dilakukan belum pada tahap branding produk 

dengan lebel halal. Sehingga pada kemasan keripik UMKM di Desa Plerean 

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember belum dicantumkan label halal. 

Padahal dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal telah menyebutkan bahwa produk 

yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib 

bersertifikat halal. Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, 

keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam 

mengonsumsi dan menggunakan produk. Hal ini juga akan meningkatkan nilai 

tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.  

Dari berbagai pemaparan yang peneliti sebutkan di atas sehingga 

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengadakan penelitian di 

UMKM Keripik Singkong Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe mengenai 

pentingnya penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM sebagai bentuk 

perlindungan terhadap konsumen dengan judul: “Penerapan Sertifikasi Halal 
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Bagi UMKM Keripik Singkong Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Plerean 

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember” 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM Keripik 

Singkong Setelah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Di Desa Plerean 

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana Urgensi Penerapan Sertifikat Halal Bagi Produk UMKM 

Keripik Singkong Setelah Undang Undang No. 33 Tahun 2014 Di Desa 

Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM 

Keripik Singkong Setelah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Di Desa 

Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. 

2. Untuk Mengetahui Urgensi Penerapan Sertifikat Halal Bagi Produk 

UMKM Keripik Singkong Setelah Undang Undang No. 33 Tahun 2014 Di 

Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. 

D. Manfaat Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini akan lebih berguna apabila dapat 

dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, peneliti mengharap agar 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran untuk 

memperkaya khazanah keilmuan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta 

memperluas keilmuan tentang penerapan sertifikasi halal bagi UMKM 

Keripik Singkong Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

Tentang Jaminan Produk Halal serta diharapkan penelitian ini menjadi 

kontribusi pengetahuan serta bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat 

luas. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian 

selanjutnya, sehingga penelitian mengenai penerapan sertifikasi halal 

bagi produk UMKM Keripik singkong di Kabupaten Jember 

mengalami perkembangan dan penerapan yang lebih baik. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti, diharapkan bisa menjadi penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan nilai akademisnya serta diharapkan sebagai 

bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk 

menambah wawasan. 

b. Bagi IAIN Jember, sebagai bahan referensi atau rujukan bagi 

perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Hukum Ekonomi 

Syariah. 

c. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah 

wawasan dan dapat digunakan  sebagai masukan dan referensi bagi 

pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa. 
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d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan informasi 

actual secara implikatif dan spesifik sehingga dapat menambah 

wawasan secara meluas terhadap masyarakat. 

E. Definisi istilah 

Definisi istilah ini berisi tentang definisi dari istilah istilah penting 

yang menjadi pusat perhatian peneliti di dalam judul penelitian tersebut. Hal 

ini menjadi tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman maka istilah yang di 

maksudkan peneliti karya tersebut.
11

 Berdasarkan tujuan dan fokus penelitian 

di atas maka definisi dari judul yang peneliti ajukan antara lain: 

1. Penerapan 

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan dapat diartikan 

dengan implemnatasi, pelaksanaan atau perihal (perbuatan,  usaha),  atau 

perihal mempraktekkan.
12

 Penerapan yang penulis maksudkan dalam 

penelitian ini adalah terkait  dengan  penerapan  prodak halal pada prodak 

UMKM Keripik Singkong di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe 

Kabupaten Jember. 

2. Sertifikasi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sertifikasi ini dapat 

di pahamai, bahwa kata sertifikasi merujuk pada proses atau prosedur atau 

serangkaian proses yang merujuk pada kejadian atau pristiwa sehingga 

                                                           
11

 TimPenyusun,PedomanPenulisanKaryaIlmiah(Jember:IAINPress,2020),45. 
12

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 625. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

 

12 

mendapatkan sertifikat atau piagam.
13

 Sertifikasi halal adalah pengajuan 

kehalalan suatu produk oleh BPJPH (Badan Penyelenggarah Jaminan 

Produk Halal). Berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI).
14

 

3. Halal  

Secara bahasa kata “halal” berasal dari bahasa arap yang sudah di 

serap menjadi bahasa Indonesia. Halal berasal dari bahasa Indonesia halal 

yang berarti di izinkan di bolehkan atau tidak di larang. Ahmad al syarbasi 

menyebutkan, halal adalah segala sesuatu yang tidak di hukum bagi 

pelakunya, maka halal adalah segala sesuatu yang di perbolehkan atas 

perbuatannya.
15

 

4. Produk  

Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan kepasar untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan.
16

 Produk juga dapat diartikan suatu 

tawaran dari sebuah prusahaan yang memuaskan atau memenuhi 

kebutuhan. Disebutkan juga bahwa produk adalah segala sesuatu yang bisa 

di tawarkan kepada pasar, untuk di perhatikan, dibeli, digunakan, ataupun 

di konsumsi yang dapat memuaskan kebutuhan atau kemauan.
17

 

 

                                                           
13

 Samsul Rahmi, Mengatasi Aneka Masalah Taknis Pengadaan Barang Dan Jasa(Jakarta Selatan: 

Pustaka, 2018), 166. 
14

 Sekretariat Negara RI, Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal. 
15

 Zulham,  Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk 

Halal,(Jakarta Timur: Kencana, 2018), 69. 
16

 Mulyadi Nitisusanto, Kewirausaan Dan Manajemen Usaha Kecil (Jakarta: Alfabeta, 2017),128. 
17

 Bilson Simamora, Menenangkan Pasar Dengan Pemasara Efektif Dan Profitabel (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2003),139. 
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5. Usaha Mikro Kecil Menengah  

UMKM adalah usahasa produktif milik perorangan atau badan usaha 

milik perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana yang di atur 

dalam Undang-Undang.
18

 

6. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 adalah Undang-Undang tentang 

Jaminan Produk Halal. 

F. Sistematika pembahasan 

Dalam peulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Sertifikasi Halal 

Bagi UMKM Keripik Singkong Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Plerean 

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember)” terdiri dari 5 bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan tentang latar 

belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan 

sistematika pembahasan 

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, pada bab ini berisi tentang penelitian 

terdahulu dan kajian teori. Pembahasan meliputi teori yang menjadi titik 

permasalah dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini menguraikan secara 

jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, 

lokasi penelitian, subyek penelitian, teknil pengumpulan data, ananlisis data, 

keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

                                                           
18

 Apip Alansori dan Erna Listyaningsih, Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahtraan Masyarakat 

(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), 10. 
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BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, pada bab ini membahas 

tentang gambar obyek penelitian, serta urgensi penerapan sertifikasi halal 

bagi produk UMKM dan pelaksaan Undang-Undang JPH. 

BAB V PENUTUP, bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran yang 

bersifat konstrutif bagi semua pihak yang terkait dengan “Penerapan 

Sertifikasi Halal Bagi UMKM Keripik Singkong Setelah Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa 

Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember). 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu  

Untuk menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi atau penelitian pada 

objek yang sama terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian 

terhadap karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan penelitian 

ini, penulis menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian 

penulis, yaitu: 

1. Skripsi dari Zumro Najiyah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas 

Syariah, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrohim Malang 2006, 

berjudul “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam 

Pasal 4 Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal (Studi Pada LPPOM MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman 

Kota Pasuruan)”. Penelitian tersebut membahas terkait dalam 

mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal menurut LPPOM MUI Jatim yang diwakili oleh Sugijanto, 

dibutuhkan kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. 

Kebijakan turunan yang dimaksudkan meliputi: PeraturanPresiden, 

Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Sekalipun kewajiban 

pendaftaran sertifikat  halal  ini  berlaku  limatahun sejak diterbitkannya 

UU Jaminan Produk Halal. 

Namun beberapa pelaku usahatelah mengupayakan untuk 

melakukan pendaftaran, baik produk berupa pangan maupun barang 
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gunaan yang dipakai. Pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman 

Kota Pasuruan tidak banyak mengetahui kewajiban pendaftaran sertifikasi 

halal, sekalipun secara teknis dari bahan, lokasi dan cara pengelolahan 

telah memenuhi kriteria produk halal menurut UU Jaminan Produk 

Halal.
19

 

2. Skripsi dari Taufiq Rahman, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin 

Makassar 2007, berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan 

Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Pengkajian 

Pangan, Obat Obatan Dan Kosmetika Majlis Ulamak Indonesia Provesi 

Sulawesi Selatan)”. Penelitian tersebut membahas terkait tentang Proses 

Sertifikasi Halal Produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia.  

Adapun proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Majelis 

UlamaIndonesia yaitu: Pendaftaran, Pelaksanaan Audit Sertifikasi Halal, 

Rapat Auditor Halal LPPOM MUI, Rapat Komisi Fatwa MUI, dan  

Penerbitan Sertifikat Halal dan Landasan Hukum Proses Sertifikasi Halal 

di Indonesia yaitu: Undang-undang  Republik Indonesia  No. 7 Tahun 

1996 Tentang Pangan, Kepmenkes Republik Indonesia No. 

924/Menkes/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan Atas Kepmenkes  Republik 

Indonesia No. 82/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada 

Label Makanan, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label 

dan Iklan Pangan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 

2014 Tentang Jaminan Produk Halal.  

                                                           
19

 Zumroh Najiyah,"Implementasi Kewajiaban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM 

MUI Jatim Dan Industri Makanan Dan Minumam Kota Pasuruan), (Skripsi, UIN Malang, 2016). 
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Penelitian ini secara khusus telah memberikan gambaran yang 

cukup jelas mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sertifikasi 

Halal suatu Produk diIndonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, 

Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi 

Selatan). Bagi penulis penelitian seperti ini sangat membantu para 

akademisi dan praktisi guna mengetahui bagaimana penerapan sertifikasi 

halal suatu produk yang beredar di pasaran dan juga agar menjadi referensi 

bagi pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi halal pada suatu 

produk yang dihasilkan. Kemudian memberikan sumbangan pemikiran 

bagi konsumen di Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih selektif dalam 

memilih dan menggunakan produk pangan yang beredar di Provinsi 

Sulawesi Selatan.
20

 

3. Skripsi dari Veri Febriani, Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi 

Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Berjudul “Problematika Pendaftaran Sertifikasi 

Halal Bagi UMKM.” Kendala yang dihadapi oleh usaha mikro dalam 

pendaftaran sertifikasi halal ini masih banyak usaha mikro yang 

beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang penting, sebab 

produk yang ia kelola menggunakan bahan dasar yang aman sehingga 

sudah terbukti kehalalannya karena tidak ada tambahan atau campuran 

dengan bahan-bahan atau sesuatu yang haram. Dan tidak sedikit usaha 

mikro yang tidak mengetahui bahwa aturan ini mewajibkan produknya 

                                                           
20

 Taufiq Rahman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di 

Indonesia(Studi Pada Pengkajian Pangan, Obat Obatan dan Kosmetika Majlis Ulama’ Indonesia 

Provesi Sulawesi Selatan)”, (Skripsi, Alauddin Makassar, 2017). 
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untuk bersertifikat halal.
21

 

Implementasi LPPOM MUI saat menjadi lembaga yang menangani 

sertifikasi halal memberikan kemudahan-kemudahan yang ada berupa 

sistem Online CEROL SS23000, positive list, daftar pencarian produk 

halal, Jurnal Halal, dan Daftar Lembaga Sertifikasi Halal di luar negeri 

dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam menyusun strategi dalam 

menyiapkan dokumen pendukung dan melaksanakan Sistem Jaminan 

Halal dalam keseharian proses usaha bahkan proses sertifikasi halal 

bahkan dapat dijalani dan dilalui dengan lebih mudah. 

Lahirnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal yang diharapkan menjadi solusi terkait banyaknya kendala 

yang dihadapi UMKM,  khususnya usaha mikro dalam pembahasan ini, 

justru membuat UMKM kesulitan terkait alur pendaftaran yang harusnya 

bisa lebih efektif dan efisien. 

Tabel 2.1  

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul  Persamaan  Perbedaa 

1 Zumro Najiyah Implementasi 

Kewajiban 

Pendaftaran 

Sertifikasi 

Halal Dalam 

Pasa l4 

Undang -

Undang 

Nomer 33 

Tahun 2014 

Tentang 

Sama sama 

mengkaji 

kewajiban 

Pendaftaran 

Sertifikasi 

Halal Dalam 

Pasal4 Undang 

-Undang 

Nomer 33 

Tahun 2014 

Tentang 

Penelitian 

Terdahulu 

Fokus Pada 

Implemtasi 

Kewajiban 

Pendaftaran 

Sertifikasi 

Halal Dalam 

Pasal 4 

Undang -

Undang 

                                                           
21

 Veri Febriani, “Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM”, (Skripsi, Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). 
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Jaminan 

Produk Halal 

(Studi Pada 

LPPOM MUI 

Jatim Dan 

Industri 

Makanan, 

Minuman Kota 

Pasuruan). 

Jaminan 

Produk Halal 

Nomor 33 

Tahun 2014 

Tentang 

Jaminana 

Produk Halal 

Sedangkan 

Penelitian Ini 

Fokus Pada 

Urgensin 

Sertifikasil 

Halal Bagi 

Produk 

UMKM Di 

Kabupaten 

Jember. 

2 Taufiq Rahman Tinjauan 

Yuridis 

Terhadap 

Penerapan 

Sertifikasi 

Halal Suatu 

Produk Di 

Indonesia 

(Studi Pada 

Pengkajian 

Pangan, Obat 

Obatan Dan 

Kosmetika 

Majlis Ulamak 

Indonesia 

Provesi 

Sulawesi 

Selatan). 

Sama sama 

mengkaji 

mengenai 

sertifikasi 

produk halal 

Penelitian 

Terdahulu 

Fokus Pada 

Tinjauan 

Yuridis 

Terhadap 

Penerapan 

Sertifikasi 

Halal Suatu 

Produk Di 

Indonesi 

Sedangkan 

Penelitian Ini 

Fokus Pada 

Urgensin 

Sertifikasil 

Halal Bagi 

Produk 

UMKM Di 

Kabupaten. 

3 Verra Vebriani Probematika 

Pendaftaran 

Sertifikasi 

Halan Bagi 

Umkm (Studi 

Kasus Di 

Sekitar 

Cipitat) 

Sama sama 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif 

Penelitian 

Terdahulu 

Fokus Pada 

Problematika 

Pendaftaran 

Sertifikasi 

Produk Halal 

Bagi Umkm 

Disekitar 

Cipitat 

Sedangkan 
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Penelitian Ini 

Fokus Pada 

Sertifikasi 

Halal Pada 

Produk 

Makanan 

Usaha Kecil 

Menengah 

(UMKM) Di 

Kabupaten 

Jember. 

 

B. Kajian Teori 

1. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal 

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini dibutuhkan 

kerangka teoritis (kajian hukum) yang kemudian menjadi petunjuk sebagai 

alur untuk membahas serta memecahkan sebuah masalah. Untuk itu dalam 

penelitian ini disajikan kerangka teori sebagai pandangan melihat realitas 

hukum sebagai fakta.
22

 

a. Pengertian Sertifikasi Halal 

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Propinsi tentang halalnya 

suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang 

diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh 

lembaga pengkajian pangan, obat obatan dan kosmetika (LPPOM) 

MUI.
23

 

                                                           
22

 Sulistyowati Irianto dan Sindarta, Metode Penelitian Hukum: Konsetelasi Dan Refleksi (Jakarta: 

Yayasan Obor, 2009), 84. 
23

 Sofyan Hasan,“Kepastian Hukum Dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, Vol. 14 No. 2 (Mei, 

2014) 
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Kriteria halal pada makanan yang di tetapkan oleh LPPOM MUI 

bersifat umun dan sangat berkaitan dengan persoalan teknis 

pemeriksaan. Memeriksa suatu makan, senantiasa bersandar pada 

standar, mulai dari bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, 

bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemasannya. 

Penelusuran bahan bahan tersebut tidak sekedar bersal dari babi atau 

bukan juga meliputi penyembelihan, cara penyimpanan, dan metode 

produksi.
24

 

Sertifikat halal memiliki beberapa fungsi. Pertama, 

terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat 

obatan, dan kosmetika yang tidak halal. Kedua, secara kejiwaan 

perasaan hati dan batin konsumen akan tenang. Ketiga, 

mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram. 

Dan keempat, akan memberikan hak-hak konsumen serta kepastian dan 

perlindungan hukum terhadap konsumen. Pada Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan 

yaitu: 

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

                                                           
24

 Sofyan Hasan, Sertifikasi Halan Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di 

Indonesia(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 227. 
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3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa; 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan; 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.hak-

hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.
25

 

Selain sudah menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun 

bahan penolong dalam bentuk bukan kemasan yang tidak diecerkan 

untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan 

produk lainnya yang beredar di masyarakat. Sertifikasi produk halal 

diberlakukan tidak hanya terhadap produk dalam negeri tetapi juga 

produk luar negeri. Mengenai produk yang bersertifikat halal dari 

lembaga sertifikat luar negeri, perlu di perhatikan bahwa tidak semua 

standar luar negeri atau internasional dapat diterapkan di Indonesia 

                                                           
25

 Sekretariat Negara RI, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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karena di Indonesia batasan halal adalah yang paling ketat dan tidak 

dapat disimpangi.
26

 

Disamping itu ada beberapa macam sertifikasi yang secara 

spesifik memiliki pengertian berbeda-beda: 

1) Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP PIRT). 

Jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap 

pengan produksi IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) di wilayah 

kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP PIRT 

dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP (Industri 

Rumahtangga Pangan). 

2) HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Sertifikan 

penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan 

wajib harus dimiliki oleh unit pengolahan ikan (UPI), bila akan 

melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. 

3) Sertifikasi Halal, sertifikat halal produk pangan, obat obat, kosmetik 

dan produk lainnya. Suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai 

dengan syariat Islam bertujuan untuk memberikan kepastian status 

kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin 

konsumen muslim. Tiga bulan sebelum habis harus memperbaharui. 

Tidak memperpanjang, harus menghilangkan tulisan halal.
27

 

                                                           
26

 Sofyan Hasan,“Kepastian Hukum Dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, Vol. 14 No. 2 (Mei, 

2014) 
27 Https://Lusiningtyas.Wordpress.Com/2019/06/24/Sertifikasi-Produk/ (Diakses Pada Tanggal 16 

Juni 2021 Pukul 16.45 WIB) 

https://lusiningtyas.wordpress.com/2019/06/24/Sertifikasi-Produk/


digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

 

24 

b. Pengertian Halal  

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan 

mendapatkan siksa. Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah 

SWT. Dilarang dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang 

melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat. Pangan halal adalah 

pangan yang jika dikonsumsi tidak mengakibatkan mendapat siksa, dan  

pangan haram adalah pangan yang jika dikonsumsi akan berakibat 

mendapat dosa dan siksa azab dari Allah SWT. Selain itu, menurut 

Nabi Muhammad SAW. mengonsumsi yang haram menyebabkan doa 

yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal ibadah yang 

dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. 

Sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk produk 

yang akan dikonsumsi dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut 

Islam mengonsumsi yang halal, suci, dan baik (thayyib) merupakan 

perintah agama dan hukumnya adalah wajib.
28

 

1) Pentingnya Makanan Halal 

Makanan halal maupun haram sama sama memiliki pengaruh 

besar dalam kehidupan seseorang, dalam akhlak, kehidupan hati, 

dikabulkan doa dan sebagainya. Orang yang senantiasa memenuhi 

dirinya dengan makanan yang halal, maka akhlaknya akan baik, 

hatinya akan hidup dan doanya akan dikabulkan. Sebaliknya, orang 

yang memenuhi dirinya dengan makanan yang haram maka 

                                                           
28

 Asep Syaifudin Hidayat dan Mustolih Siradj, “Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada 

Produk Mangan dan Industri”,Vol.XV, No. 2, (Juli, 2015). 
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akhlaknya akan buruk, hatinya akan sakit dan doanya tidak 

dikabulkan.
29

 Sebagai umat Islam makanan yang halal itu sangat 

penting karena sebagaimana yang terdap dalam QS. Al Maidah: 87. 

                        

            

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan 

apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan 

janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."
30

 (QS. 

Al-Maidah : 87) 

                          

    

Artinya: "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, 

dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan."
31

 (QS. Al-Mukminun 

: 51) 

 

Makanan halal yang disebut ayat tersebut menyisratkan 

sebuah makna akan pentingnya semangat spiritualisme dalam halal 

berarti sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT berdasarkan suatu 

prinsip yang sesuai dengan sunnah-Nya. Makanan yang kita makan 

harus jelas asal usul dan jenisnya. 

 

 

                                                           
29

 Siti Zulaekag dan Yuli Kusumawati, “Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam”, Vol.XVII, No. 

01 (Mei, 2005). 
30

 Departeman Agama RI, Al Quran Dan Terjemahannya (Semarang: Karya Toha Putra, 2002). 

122. 
31

 Departeman Agama RI, Al Quran Dan Terjemahannya (Semarang, Karya Toha Putra, 2002). 

342. 
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2) Manfaat Makanan Halal  

Menghindarkan diri dari penyakit, menurut beberapa 

penelitian yang telah diterbitkan, makanan haram seperti darah 

ternyata mengandung bakteri jahat yang malah akan membuat fungsi 

tubuh menurun. 

Meningkatkan iman, dengan mengkonsumsi makanan halal 

dan minuman halal juga merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan keimanan serta sebagai bentuk ungkapan rasa cintamu 

kepada Allah SWT yang maha pencipta. 

3) Menjaga Akhlak 

Makanan dan minuman yang kita konsumsi akan masuk ke 

dalam tubuh serta menjadi sumber tenaga. Kamu tentunya tidak 

ingin bukan jika setiap makanan yang masuk ke dalam tubuhmu 

nantinya malah mencemari diri dengan hal-hal negatif yang 

terkandung di dalamnya. 

Mendatangkan rezeki yang baik, ketika kamu mengkonsumsi 

makanan halal yang diperoleh dari rezeki yang baik. Tentu saja hal 

ini akan membiasakan kamu untuk mencari rezeki dengan cara yang 

baik pula di esok harinya.
32

 

c. Proses Sertifikasi Halal 

Pembiayaan sertifikat halal untuk produk makana, minuman, 

obat, kosmetika, dan penyembelihan hewan diluar dan restoran di 

                                                           
32

Https://Www.Google.Com/Amp/S/Www.Tokopedia.Com/Blog/Manfaat-Makanan-Halal-

Slm/Amp.(Di Akses Pada Tanggal 16 Juni 2021 Pukul 18.15 WIB) 

https://www.google.com/Amp/S/Www.Tokopedia.Com/Blog/Manfaat-Makanan-Halal-Slm/Amp
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tentukan atas dasar besar kecil perusahaan dengan mempertimbangkan 

omzet, luas jaringan pemasaran, tingkat kerumitan dalam pemeriksaan, 

dan teknologi yang digunkan. Karena itu besaran sertifikasi halal secara 

nominal berkisaran antara Rp.1.000.000,00 – Rp.3000.000,00 perjenis 

peroduk. Bagi usaha kecil di upayakan mendapat subsidi biaya.
33

 

Dalam pasal 29 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal menyebutkan: 

1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara 

tertulis kepada BPJPH. 

2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi  dengan dokumen: 

a) Data pelaku usaha. 

b) Nama dan jenis produk. 

c) Daftar produk dan bahan yang digunakan. 

d) Proses pengolahan produk.  

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan 

Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.
34

 

Selanjutnya untuk lebih jelasnya tentang alur pengajuan jaminan 

produk halal akan dipaparkan pada bagan 2.1 dan penjelasan sebagai 

berikut:
35

 

 

                                                           
33

 Sofyan Hasan, Sertifikasi Halan Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di 

Indonesia(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 227. 
34

 Sekretariat Negara RI, Pasal 29 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal. 
35

 https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui diakses pada tanggal 

08 Juli 2021 Pukul 12.50 Wib. 

https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui
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Gambar 2.1  

Proses Pengajuan Jaminan Produk Halal (JPH) 

 

1. Memahami Kriteria Sistem Jaminan Halal 

Perusahaan perlu memahami kriteria sistem jaminan halal (SJH) 

yang termuat dalam HAS 23000. HAS 23000 adalah sebuah standar 

yang berisi mengenai persyaratan sertifikasi halal, standar ini 

dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Penjelasan singkat mengenai kriteria 

Sertifikasi Jaminan Halal (SJH) sesuai HAS 23000 dapat dilihat. 

LPPOM MUI menyediakan buku seri HAS 23000 untuk perusahaan 

yang ingin memahami lebih dalam tentang persyaratan sertifikasi 

halal. Buku tersedia dalam bentuk buku cetak dan buku elektronik  
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yang dapat dipesan. Selain itu, perusahaan juga dapat mengikuti 

pelatihan yang diadakan lembaga pelatihan terkait SJH. 

2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal dan Menyiapkan Dokumen 

Pendaftaran 

Setelah memahami kriteria sistem jaminan halal, perusahaan 

harus menerapkan SJH sebelum mendaftarkan produknya, seperti 

membuat manual SJH, menetapkan kebijakan halal dan 

mensosialisasikannya ke semua pemangku kepentingan, menetapkan 

Tim Manajemen Halal, memberikan pelatihan ke semua karyawan, 

menyiapkan prosedur terkait SJH, melaksanakan audit internal SJH 

dan kaji ulang manajemen yang mendiskusikan implementasi SJH.  

3. Perusahaan Harus Menyiapkan Dokumen Yang Diperlukan Untuk 

Sertifikasi Halal 

a. Manual SJH yang mencakup 11 kriteria SJH; 

b. Diagram alir proses produksi untuk produk yang disertifikasi. 

Diagram alir cukup satu untuk mewakili setiap jenis produk, tidak 

perlu seluruh produk; 

c. Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi 

(termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian 

untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung 

babi/turunannya; 

d. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi yang terlibat dalam aktivitas 

kritis; 
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e. Bukti diseminasi kebijakan halal ke semua stake holder; 

f. Bukti pelaksanaan pelatihan;  

g. Bukti pelaksanaan audit internal ; 

h. Izin legal usaha, seperti SIUP, ITUP, NKV, TDUP, atau surat dari 

kelurahan; 

i. Sertifikat Food Safety dari Lembaga yang terakreditasi oleh KAN 

atau badan akreditasi yang memiliki MLA atau MRA dengan 

KAN/HACCP Plan bagi yang belum terakreditasi (Khusus untuk 

klien yang produknya akan diekspor ke Uni Arab Emirates); 

j. Data fasilitas, sebagai berikut: 

1) Untuk industri olahan pangan, obat-obatan, kosmetika, dan 

barang gunaan: Pabrik/manufacturer (nama dan alamat pabrik, 

PIC, contact person); 

2) Untuk Restoran: Kantor pusat (nama, alamat, PIC, contact 

person), dan dapur/gudang/outlet (nama dan alamat); 

3) Untuk rumah potong hewan: RPH (nama dan alamat pabrik, 

PIC, contact person). 

k. Data produk, yaitu nama produk, kelompok produk dan jenis produk; 

l. Data bahan (nama bahan, produsen, negara produsen, supplier, data 

dokumen bahan) beserta dokumen pendukung bahan kritis; 

m. Data matriks produk, yaitu bahan yang digunakan untuk setiap 

produk; 

Khusus Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan data sebagai berikut: 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

 

31 

n. Nama penyembelih; 

o. Metode penyembelihan (Manual or Mechanical); 

p. Metode stunning (Mechanical/Electrical/ tidak ada Stunning); 

4. Melakukan Pendaftaran Sertifikasi Halal (Upload Data) 

Perusahaan perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke 

BPJPH untuk memperoleh Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang 

nantinya diperlukan untuk pendaftaran sertifikasi halal ke LPH LPPOM 

MUI. Informasi terkait mendapatkan STTD dapat ditemukan pada 

link http://bit.ly/caramendapatkanSTTD. 

Pendaftaran sertifikasi halal ke LPH LPPOM MUI dapat 

dilakukan secara paralel dengan pendaftaran ke BPJPH. Pendaftaran ke 

LPPOM MUI dilakukan secara online menggunakan aplikasi CEROL-

SS23000 melalui website www.e-lppommui.org. Panduan tata cara dan 

prosedur pendaftaran sertifikasi halal dapat dilihat . 

5. Melakukan Monitoring Pre Audit Dan Pembayaran Akad 

Sertifikasi 

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus 

melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. 

Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk 

mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran 

akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar 

biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan 

http://bit.ly/caramendapatkanSTTD
http://www.e-lppommui.org/
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pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI 

melalui email ke: bendaharalppom@halalmui.org. 

6. Pelaksanaan Audit 

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre 

audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas 

yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. 

7. Melakukan Monitoring Pasca-Audit 

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus 

melakukan monitoring pasca-audit. Monitoring pasca-audit disarankan 

dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada 

hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan. 

8. Memperoleh Sertifikat Halal 

Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk 

softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor 

LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. 

Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun. 

PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL MELALUI MUI 

KABUPATEN/KOTA SETEMPAT 

Lembaga yang khusus memiliki otoritas melakukan sertifikasi halal 

adalah LPPOM MUI. LPPOM MUI terbagi menjadi LPPOM MUI Pusat 

dan LPPOM MUI Provinsi dengan kewenangannya masing-masing. 

LPPOM MUI Provinsi terletak di ibu kota provinsi. Sehingga pengurusan 

sertifikasi tidak bisa dilakukan melalui MUI Kabupaten/Kota setempat. 

mailto:bendaharalppom@halalmui.org
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Sebagai solusi atas kondisi ini, maka dibuatlah sistem online (CEROL 

SS23000). 

MUI Kabupaten/Kota utamanya dapat membantu dalam hal 

pemeriksaan penyembelihan. Perusahaan terutama UMKM yang sedang 

dalam proses menggunakan bahan daging segar (ayam, bebek, sapi, dan 

sebagainya) tidak jarang mengambil dagingnya di pasar atau memotong 

sendiri. Bahan daging segar merupakan bahan yang kritis dan 

membutuhkan sertifikat halal. 

Apabila perusahaan tidak memperoleh sertifikat halal atas 

dagingnya, maka disarankan untuk meminta bantuan pada MUI 

Kabupaten/Kota setempat agar dilakukan pemeriksaan pemotongan secara 

langsung. MUI Kabupaten/Kota akan mengeluarkan sejenis surat 

keterangan bahwa proses pemotongan sudah sesuai syari’at dan bahan 

daging segarnya dapat digunakan lebih lanjut untuk proses sertifikasi halal. 

BIAYA SERTIFIKASI HALAL DI JAWA TIMUR 

Biaya sertifikasi di setiap provinsi bisa berbeda. Biaya dasar di 

Provinsi Jawa Timur minimal Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu 

rupiah) untuk setiap kelompok produk. Dinyatakan “minimal” karena 

dapat bertambah sesuai dengan kondisi perusahaan (jumlah produk, 

jumlah fasilitas produksi, jumlah karyawan, kapasitas produksi, dan 

sebagainya). 

Sebagai contoh apabila perusahaan mendaftarkan 20 jenis 

produk (tetap dalam 1 kelompok produk), maka 10 jenis produk terkena 
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biaya dasar Rp 2.500.000,00, dan 10 jenis produk sisanya terkena biaya 

tambahan sekian persen dari biaya dasar. Termasuk jika perusahaan 

mendaftarkan 100 jenis produk (tetap dalam 1 kelompok produk) maka 

10 jenis produk terkena biaya dasar Rp 2.500.000,00, dan 90 jenis 

produk sisanya terkena biaya tambahan sekian persen dari biaya dasar. 

d. Masa Berlaku Sertifikat Halal 

Beberapa ketentuan masa berlaku sertifikat produk halal, adalah 

sebagai berikut: Pertama, sertifikat halal hanya berlaku selama empat 

tahun. Kedua, tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, 

LPPOM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen 

yang bersangkutan. Ketiga, dua bulan sebelum berakhir masa 

berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftarkan kembali untuk 

sertifikat produk halal yang baru. Keempat, produsen yang tidak 

memperbaharui sertifikat produk halalnya, tidak diizinkan lagi 

menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang 

terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI, Jurnal Halal. Kelima, jika 

sertifikat produk halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya 

ke LPPOM MUI. Keenam, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI 

adalah milik MUI. Oleh sebab itu, jika karena sesuatu hal diminta 

kembali oleh MUI, maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya 

Ketujuh, keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat 

diganggu gugat.  
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Adapun sistem pengawasan adalah sebagai berikut: Pertama, 

perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim 

Sidak LPPOM MUI. Kedua, perusahaan berkewajiban menyerahkan 

laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan setelah terbitnya Sertifikat 

Halal. Sedangkan prosedur perpanjangan sertifikat halal ditentukan 

prosedur sebagai berikut: Pertama, produsen yang bermaksud 

memperpanjang sertifikat yang dipegangnya harus mengisi formulir 

pendaftaran yang telah tersedia. Kedua, pengisian formulir disesuaikan 

dengan perkembangan terakhir produk. Ketiga, perubahan bahan baku, 

bahan tambahan dan penolong, serta jenis pengelompokan produk harus 

diinformasikan kepada LPPOM MUI. Keempat, produsen berkewajiban 

melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal dan 

bagan alur proses.
36

 

2. Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM) 

a. Pengertian UMKM  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM mendefinisikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)  

adalah sebagai berikut: 

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan 

atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 

                                                           
36

 Sofyan Hasan, Sertifikasi Halan Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di 

Indonesia(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 227. 
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2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

ini; 

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam Undang- Undang ini; 

4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 

badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha 

nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing 

yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
37

 

b. Fungsi UMKM 

Kegiatan kewirausahaan, baik yang termasuk pada skala mikro, 

kecil, menengah maupun besar merupakan kegiatan yang sangat 

                                                           
37

 Sekretariat Negara RI, Pasal Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Tentang UMKM. 
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bermanfaat bagi yang menjalankan usaha tersebut, lingkungan sekitar 

usaha, bahkan berdampak positif bagi perekonomian suatu negara. 

Sementara itu, usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai 

penunjang pembangaunan suatu negara, sebagai penggerak, 

pengendalai dan pelopor dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu 

negara. 

Beberapa peran uasaha kecil dan mikro yang dikemukakan oleh 

Liedholm, Berry, dkk diantaranya: 

1) Membantu kemajuan ekonomi, indikator suatu negara maju secara 

ekonomi adalah rendagnya jumlah pengangguran dan devisa negara 

yang tinggi; 

2) Meningkatkan kesempatan kerja, usaha kecil dan mikro merupakan 

sarana pembuka atau penyedia lapangan kerja. Semakin banyak 

orang yang membuka usaha, semakin bnyak pula tenaga kerja yang 

butuhkan; 

3) Pemutar gerak roda ekonomi, tidak meratanya kesehjahtraan 

masyarakat di negara berkembang dapat di sebabkan oleh banyaknya 

gerakan urbanisasi yang di lakukan masyarakat pedesaan dengan 

pindah kekota kota besar; 

4) Penghasil devisa, apabila jumlah usaha kecil dan mikro meningkat 

maka kegiatan produksi akan meningkat sehingga kebutuhan dalam 

negri terpenuhi, maka perluasan pasarpun semakin meluar dan 

diharapkan sampai pada pasar internasional; 
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5) Meningkatkan produktifitas, usaha kecil dan mikro dapat 

meningkatkan produktivitas ekonomisuatu negara dengan cara 

investasi dan perubahan teknologi yang dilakukan; 

6) Berkontribusi dalam fungsi sosial, banyak pengusaha umkm tergerak 

kareana faktor sosial dengan niatan membantu sesamanya; 

7) Pendorong monculnya usaha usaha baru, salah satu cara untuk 

menimbulkannya pengusaha baru yaitu memanfaatkan tren bisnis 

sewaktu waktu; 

8) Basis perkembangan usaha, melalui usaha mikro, kecil dan 

menengah, penemuan penemuan baru, inovasi dan efisiensi dapat 

berkembang signifikan dan mampu bersain secara sekala besar.
38

 

c. Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Berdasarkan sudut pandang perkembanganya, secara umum 

usaha kecil dan mikro dapat di bagai sebagai berikut: 

1) Livelihood aktovites (kegiatan mata pencaharian); 

2) Micro interprise (usaha mikro); 

3) Small dynamic enterprise (perusahaan kecil yang di namis); 

4) Fast moving enterprise (perusahaan yang bergerak cepat).
39

 

d. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Setiap jenis usaha memiliki karakteristik yang berbeda beda, hal 

ini dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut: 

                                                           
38

 Wawan Dhewanto,dkk, Internasionalisasi UKM Usaha Kecil Dan Mikro Menuju Pasar Global 

(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019), 14. 
39

 Wawan Dhewanto,dkk, Internasionalisasi UKM Usaha Kecil Dan Mikro Menuju Pasar Global 

(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019), 17. 
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1) Usaha mikro biasanya belum memiliki badan usaha sehingga dengan 

kata lain usaha mikro bergerak di sektor informal sehingga sangat 

jarang perusahaan mikro membayar pajak pada pemerintah; 

2) Usaha kecil berbeda dengan usaha mikro, usaha kecil rata rata sudah 

berbadan hukum dan bejalan di sektor formal, meskipun ada 

beberapa yang belum terdaftar; 

3) Usaha menengah, usaha menengah di Indonesia selurunya telah 

berbadan hukum dan berada di sektor formal, terdaftar dan 

seluruhnya membayar pajak.
40

 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 menjelaskan 

bahwa kreteria UMKM adalah sebagai berikut: 

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan 

bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil 

penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). 

2) Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat atau memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 

                                                           
40

 Wawan Dhewanto,dkk, Internasionalisasi UKM Usaha Kecil Dan Mikro Menuju Pasar Global 

(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019), 19. 
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paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah). 

3) Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih 

dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
41

 

                                                           
41

 Sekretariat Negara RI, Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang 

dihasilkan berupa data deskriptif berupa ucapan, atau tulisan dan perilaku 

orang-orang yang diamati.
42

 Sedangkan penelitian dengan metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, 

suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifatsifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki.
43

 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

studi kasus, penelitian studi kasus merupakan penelitian mengenai manusia 

(dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara 

mendalam, tujuan dari penelitian ini untu mendapat gambaran yang mendalam 

tentang suatu kasus yang sedang diteliti pengumpulan datanya diperoleh dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.
44
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 V.Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami 

(Yogyakarta: Pustakabarupress,2014), 19. 
43

 Moh. Nazir, Metode Penelitian(Bogor: Galia Indonesia, 2011), 54. 
44

 V.Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami 

(Yogyakarta: Pustakabarupress,2014), 22. 
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Pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan 

masalah dan tujuan penelitian serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis 

penelitian dalam menganalisis data penelitian.
45

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukan dimana penelitian itu hendak dilakukan, 

mencari data-data obyektif yang digunakan untuk menjawab masalah yang 

ditetapkan dalam penelitian. Tempat penelitian yakni di Desa Plerean 

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Peneliti mengambil tempat ini 

karena di  desa ini terdapat produksi UMKM yaitu keripik singkong dan talas 

yang mana masih belum bersertifikasi halal. 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian tentu yakni orang-orang yang berpengaruh dan 

bertempat tinggal di lokasi penelitian. Adapun subyek penelitian ini, yaitu: 

1. Pemilik pabrik keripik singkong dan talas; 

2. Penjual keripik singkong dan talas; 

3. Konsumen keripik singkong dan talas. 

Informan di atas adalah orang yang memproduksi keripik singkong dan 

talas dan orang yang mengkonsumsi keripik singkong dan talas Sehingga 

peneliti menjadikan informan tersebut sebagai orang yang dipercaya dalam 

menggali data lapangan. 

  

                                                           
45

 TimPenyusun,PedomanPenulisanKaryaIlmiah(Jember:IAINJemberPress,20017), 28. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

 

43 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, salah satu tahapan yang penting 

dalam penelitian adalah mencari data. Seorang peneliti harus tepat memilih 

dan mencari dimana sumber data berada. Oleh karenanya seorang peneliti 

harus mampu menentukan dengan cepat dan tepat dimana sumber data dapat 

diperoleh.
46

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dapat berupa 

observasi, wawancara dan dokumentasi: 

1. Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan 

hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi, macam-macam dari observasi 

ini adalah observasi partisipan yakni observasi yang mengharuskan peneliti 

terlibat didalamnya dan melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang 

yang diamati. Kemudian observasi terang atau tersamar yakni pengamatan 

yang dilaksanakan dengan terus terang dan tersamar guna menghindari data 

yang masih dirahasiakan. Selanjutnya observasi tak berstruktur yakni 

observasi yang tidak disiapkan instrumennya dan mencatat segala sesuatu 

yang diamati.
47

 Dalam teknik ini menggunakan camera sebagai alat bantu 

untuk pengumpulan data dan sebagai pembuktian di bagian lampiran. 

Dalam penyusunan penelitian ini, ada dua tahap yang dilakukan 

peneliti, yakni: Pertama, mengirim surat izin penelitian. Kedua, 

                                                           
46

 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula(Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press,2012), 69. 
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 Sugiyono,Memahami Penelitian Kualitatif(Bandung: Alfabeta,2014), 64. 
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memperkuat dan menambah data dengan wawancara mengenai produksi 

keripik singkong dan talas. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatif ini untuk memdapatkan pengetahuan tentang makna makna 

subyektif yang di pahami individu berkaitan dengan  topik yang sedang di 

teliti.
48

 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

dialog langsung dengan sumber data. Teknik wawancara ada dua macam 

yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Maksud dari 

wawancara terstruktur menyiapkan pertanyaan sebelum berdialog dengan 

sumber data dan wawancara tidak terstruktur menyiapkan beberapa 

pertanyaan sebelum berdialog dengan sumber data akan tetapi ketika sudah 

berdialog pertanyaan itu akan bertambah sendiri seiring berlangsungnya 

wawancara. 

Berdasarkan hal tersebut, maka jenis teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur karena 

dalam proses pelaksanaannya peneliti ingin memperoleh informasi yang 

lebih mendalam dari responden.  
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Data yang ingin diperoleh dari metode wawancara ini adalah: 

a. Bagaimana penerapan sertifikasi halal bagi produk UMKM Keripik 

Singkong setelah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Di Desa Plerean 

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. 

b. Bagaimana urgensi penerapan sertifikat halal bagi produk UMKM 

Keripik Singkongsetelah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Di Desa 

Plerean KecamatanSumberjambe Kabupaten Jember. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan 

melihat atau menganalisis dokumen dokumen yang di buat oleh subjek 

sendiri atau oleh orang lain tentang subyek.
49

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan 

mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya 

sehingga diperoleh satu temuan berdasarkan fokus atau maslah yang ingin di 

jawab. Melalui aktivitas tersebut data kualitatif yang biasanya berserakan dan 

bertumpuk tumpuk bisa disederhanakan dan akhirnya bisa di pahami dengan 

mudah.
50

 

Setelah penggalian data selesai dan semua data telah terkumpul 

kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menganalisis data. Analisis data yang 

digunakan sebagai berikut: 
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 V. Wiratna Sujarweni, “Metodelogi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami” 

(Yogyakarta: Pustakabarupress,2014), 34. 
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1. Reduksi data 

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang 

terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal 

yang penting.
51

 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalahmenyajikan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Data 

yang disajikan adalah semua data yang diperoleh saat penelitian sehingga 

dapat memunculkan deskripsi tentang uergensi sertifikasi halal bagi produk 

UMKM di Kabupaten Jember setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

3. Penarikan kesimpulan 

Kegiatan menyimpulkan merupakan langkah lebih lanjut dari 

kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan 

disajikan secara sistematis akan disimpulkan. 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji 

validitas dan reliabitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat 

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Namun 
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kebenaran realitas pada penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jamak 

dan tergantung pada kontruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai 

hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. 

Penelitian ini, untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan 

triangulasi yang berarti pengecekan data. Triangulasi yang digunakan oleh 

peneliti adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik 

adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Teknik ini dapat dicapai melalui: 

1. Membandingkan data pengamatan dengan data wawancara ke beberapa 

informan; 

2. Membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa 

yang dilakukan secara pribadi; 

3. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang berkaitan. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dan telah dianalisis 

selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber atau informan.
52

 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian menguraikan rencana pelaksanaan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari pendahuluan, pengembangan 

desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.
53

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat tahap penelitian 

yaitu: 
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1. Tahap pra lapangan Tahap penelitian lapangan terdapat enam tahapan, 

adapun enam tahapan penelitian tersebut ialah:  

a. Menyusun rencana penelitian; 

b. Memilih lapangan penelitian; 

c. Mengurus perijinan, menjejaki dan menilai lapangan;  

d. Memilih dan memanfaatkan informan; 

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian; 

f. Persoalan etika penelitian; 

2. Tahap pekerjaan lapangan Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan 

kunjungan langsung ke lokasi penelitian mulai mengumpulkan data-data 

yang diperlukan yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara 

dan dokumentasi:  

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri;  

b. Memasuki lokasi lapangan; 

c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian;  

d. Menganalisi data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah 

ditepkan. 

3. Tahap akhir penelitian lapangan Tahap ini merupakan tahap terakhir dari 

proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan 

hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan 

kepada dosen pembimbing karena mungkin ada revisi untuk mencapai hasil 

penelitian yang maksimal. Laporan yang sudah selesai dan siap 
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dipertangungjawabkan di depan penguji yang kemudian di gandakan untuk 

diserahkan kepada pihak yang terkait: 

a. Penarikan kesimpulan; 

b. Menyusun data yang telah ditetapkan;  

c.  Kritik dan saran. 

4. Tahap Penelitian Laporan, meliputi kegiatan:  

a. Penyusunan hasil penelitian; 

b. Konsultasi hasil penelitian; 

c. Perbaikan hasil konsultasi; 

d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian; 

e. Munaqosah skripsi. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Jember merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah 

provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember merupakan wilayah yang terletak di 

tengah-tengah tiga Kabupaten yakni sebelah utara Kabupaten Bondowoso, 

sesbelah timur Kabupaten Banyuwangi dan sebelah baratselatan Kabupaten 

Lumajang. Kabupaten Jember memiliki beberapa daerah yang salah satunya 

akan di jadikan sebagai sebuah titik objek penelitian. Objek peneliti yakni 

berada di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. 

Kecamatan Sumberjambe merupakan salah satu bagian dari Kabupaten 

Jember yang terletak di wilayah bagian Timur. Di kecamatan inilah 

merupakan salah satu produsen UMKM di Kabupaten Jember. Kecamatan 

Sumberjambe ini terbagi 9 wilayah dan berjarak sekitar 24 KM dari pusat 

Kota Jember. Yang mana salah satu wilayah tersebut di tempati sebagai objek 

peneliti yakni Desa Plerean. 

Desa Plerean merupakan suatu wilayah yang terletak di sebelah utara 

pabrik beras acen. Di desa ini terdapat produsen UMKM yakni pembuatan 

Keripik Singkong dan Telo yang di produksi oleh Bapak Sunardi beserta 

karyawannya. Olahan keripik ini sangat laris di pasaran, di toko-toko maupun 

di warung karena harganya terbilang lebih murah dari olahan keripik yang lain 

bahkan sudah tersebar keberbagai desa yang ada di Kecamatan Sumberjambe, 

bahkan ada yang ke berbagai daerah luar kota. Disisi inilah peneiti 
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mengemukakan hasil temuan dilapangan yang secara tidak langsung dan tidak 

terlihat kasap mata, bahwa adanya sebuah problematika antara praktek dengan 

teori. Ketika di teliti secara mendalam akan menemukan hal yang melatar 

belakangi untuk membangun sebuah bisnis. 

B. Penyajian dan Analisis Data 

Penyajian data dan analisis ini merupakan langkah penting dalam 

suatau penelitian untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang sebenarnya 

dari objek penelitian guna analisis dari data yang di peroleh di lapangan dalam 

penyajian kali ini yaitu perntingnya sertifikasi halal pada produk UMKM dan 

pelaksanaan menegenai Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal yang akan di kaitkan dengan dasar hukum atau teori. 

Selanjutnya akan saya deksripsikan mengenai sejarah dan beberapa hal 

mengenai UMKM milik Bapak Sunardi tersebut. 

Dalam menjalani dan mempertahankan suatu usaha tidaklah gampang 

karena banyak yang harus bisa di lewati oleh seorang pengusaha baik dari 

kendala modal, bagaimana menejemen keuangan dan pemasaran. Begitu 

perkataan Bapak Sunardi selaku pemilik usaha Keripik singkong dan talas, 

menjelaskan awal mula berdirinya usaha tersebut sebagai berikut: 

Pada tahun 2005 saya mempunyai keinginan untuk memulai usaha 

keripik tapi modal yang saya punya pada waktu itu masih sedikit tidak cukup 

untuk memulai usaha Keripik singkong dan talas ini. Pada waktu itu pekerjaan 

saya yaitu sebagai penyiar radio di Romantika Bondowoso pada saat itulah 

saya dikenal sebagai bapak bang roman penyiar radio. Kemudian lama 
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kelamaan akhirnya saya bisa memiliki modal dari hasil pekerjaan sebagai 

penyiar radio tersebut. Dari sinilah saya memulai usaha keripik singkong dan 

talas, waktu itu saya memiliki modal sebesar Rp. 500.000 untuk membeli 

bahan-bahan yang saya butuhkan. Untuk singkong dan talas saya membeli 

dengan cara tebas karena semakin lama talas itu didiamkan maka talas tersebut 

akan sekamakin kering, kadar airnya akan menghilang berbeda dengan 

singkong, kalok singkok memanen sekarang harus di proses sekarang jika 

masih di diamkan maka hasilnya akan tidak bagus. Proses pembuatan hingga 

pengemasan tidaklah lama tergantung berapa banyak singkong dan talas yang 

akan kita buat. 

Dalam proses pembuatan Keripik singkong dan talas tidak semua 

orang bisa melakukannya karena dalam pembuatannya butuh ketelatenan 

mulai dari pengupasan singkong dan talas hingga penggorengan butuh 

keahliah dan ketelatenan. Banyak dari tetangga yang ingin belajar 

menggoreng singkong dan talas seperti apa yang di hasilkan oleh Ibu Jumani 

dan pekerja di sana, karena hasil Keripik singkong dan talas yang dihasilkan 

sangatlah gurih dan renyah dan warnanya pun bagus tidak terlalu gosong,  

indah dilihat sehigga bisa menarik pelanggan untuk membelinya. 

Pada saat awal memproses pada tahun 2005, Keripik singkong dan 

talas sakruni ini hanya dilakukan berdua yaitu Bapak Sunardi dan Ibu Jumani 

masih belum mempunyai pekerja dan hanya dibantu oleh anaknya, itupun jika 

anaknya membantu, karena pada saat itu ananyak masih sekolah. Mulai dari 

memotongan singkong hingga pengemasan mereka lakukan berdua, awalnya 
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dalam pengemasan untuk menjilidnya masing menggunkan api yang mana hal 

tersebut memakan waktu yang lama, hingga akhirnya pada saat ini Bapak 

Sunardi sudah mempunyai alat untuk penjilitan tersebut sehingga tidak terlalu 

memakan banyak waktu. 

Dalam pemasarannya Bapak Sunardi menjualnya ke warung terdekat 

sekitar rumah, pedagang pedagang bakso, baik di pinggir jalan dan terminal. 

Seiring berjalannya waktu Keripik singkong dan talas Bapak Sunardi ini sudah 

banyak yang mengenal hingga luar kabupaten, karena kerenyahan dan 

kegurihannya berbeda dengan keripik singkong dan talas lainnya hingga saat 

ini Bapak Sunardi bisa memasarkan ketempat makan ataupun kerestroran. 

Tabel 4.1 Data Pemilik dan Pekerja 

NO. JABATAN NAMA 

1. Pemilik Pabrik Keripik Singkong 

Dan Talas 

Sunardi 

2. Tenaga Kerja 

 

 

a) Sutira 

b) Nami 

c) Fitri 

d) Jumani 

 

Untuk saat ini Bapak Sunardi sudah memiliki tenaga kerja sebanyak 4 

orang, dalam tiap 5 harinya sudah bisa memproses Keripik singkong dan talas 

50 kg dan untuk pengirimannya ketempat pelanggan sudah rutin dua kali 

dalam 10 hari dengan membawa 250 bungkus Keripik singkong dan talas 

dengan harga Rp 2.500. perbungkus
54
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1. Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM Keripik Singkong 

Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Di Desa Plerean 

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember 

Banyaknya produk yang tidak berlabel halal membuat konsumen 

khawatir atas halal tidaknya suatu produk, terutama konsumen yang 

beragama Islam mereka sangatlah kesulitan untuk memilih produk mana 

yang benar benar terjamin kehalalannya yang sesuai dengan syariat Islam. 

Dalam hal ini pemerintah sangat peduli akan kekhawatiran umat Islam 

kepada produk yang benar benar halal, maka dari itu dikeluarkanlah 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 

menjadi sesuatu yang sangat penting, maksud ataupun tujuan dari lahirnya 

Undang-Undang ini: 

a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian 

ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan 

menggunakan produk halal. 

b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan 

menjual produk halal.
55

 

Sertifikasi halal menjadi hal wajib dimiliki sebuah usaha baik itu 

makanan minuman dan lain sebagainya. Pencantuman label halal ini 

sangatlah penting tidak hanya untuk konsumen, tapi juga untuk para pelaku 

usaha. Label halal ini gunanya memberikan rasa aman bagi para konsumen. 

Juga, sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi 
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tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal 

dan beretika. 

Melihat mayoritas penduduk di Indonesia khususunya di pedesaan 

yang mayoritas muslim, label halal menjadi hal yang sangat penting bagi 

konsumen agar terhindar dari makanan yang diharamkan, dalam ini label 

halal juga berfungsi dalam membangun kepercayaan dan loyalitas 

konsumen terhadap produk-produk mereka. Produk yang bersertifikat halal 

juga memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak 

mencantumkan label halal di produknya. Berdasarkan wawancara yang di 

dapatkan dari Bapak Sunardi selaku pelaku usaha beliau menyampaikan 

bahwa: 

Mengenai label halal yang berada dikemasan saya sudah tahu 

mengenai hal itu, namun saya tidak tahu bahwa setiap produk usaha 

harus mempunyai sertifikat halal karena mulai saat saya memulai 

usaha hingga sekarang belum ada yang memberi tahu saya 

mengenai sertifikat halal tersebut, mungkin kareana keterbatasan 

pendidikan saya beserta lingkungan saya yang pendidikannya masih 

rendah, mayoritas di sekitar lingkungan saya ini hanya lulusan sd 

bahkan banyak yang tidak taman sekolahnya.
56

 

 
 

Setelah itu peneliti menanyakan mengenai pentingkah label halal 

sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal 

memberikan yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, 

keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat 

dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk serta meningkatkan nilai 

tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal 

yang berada di kemasan suatu produk; 
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Menurut saya Penting, tetapi saya masih tidak tahu bagai mana cara 

untuk mendapatkan sertifikat halal itu, saya juga masih belum 

mempunyai uang untuk mendaftarkan produk saya ini dan saya juga 

takut terkenak biaya yang mahalal serta pendaftarannya takut sulit.  

selama saya memproduksi keripik singkong dan talas ini hanya satu 

dua orang yang pernah menyakan mengenai label halal ini dan 

seterusnya sudah lancar lancar saja. Pelanggansaya tidak terlalu 

mementikan label itu mereka sudah tahu bahwa keripik ini halal dan 

bahnya cumak dari singkong, pengolahannya mereka juga sudah 

tahu bagai mana caranya serta bumbu bumbunya mereka juga sudah 

tahu.
57

 

Peneliti sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara untuk 

mendapatkan sertifikat halal pada produk makanan serta berapa biaya yang 

harus di keluarkan oleh Bapak Sunardi: 

1. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara 

tertulis kepada BPJPH. 

2. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi  dengan dokumen: 

a. data Pelaku Usaha. 

b. nama dan jenis Produk. 

c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan. 

d. proses pengolahan Produk.  

 

Untuk biaya yang harus bapak keluarkan secara nominal berkisaran 

antara Rp. 1.000.000,00 – 3.000.000,00 perjenis produk bapak, itu 

tergantung dengan atas dasar besar kecil perusahaan dengan 

mempertimbangkan omzet, luas jaringan pemasaran, tingkat kerumitan 

dalam pemeriksaan dan teknologi yang digunakan. 

Peneliti juga menanyakan apakah ada dari salah satu pelanggan 

Bapak Sunardi ini  yang menanyakan label halal pada produk bapak; 

Ada, waktu itu saya mau memperluas dagangan saya, saya coba 

memaksukan produk saya ini ketoko basmalah (milik pesantren 

sidogiri) saya kira jika produksaya bisa masuk kesana bisa 

menambah penjualan saya dan saya yakin produk saya akan lalis di 

                                                           
57

 Sunardi, diwawancara oleh Peneliti, Plerean, 30 April 2021. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

 

57 

sana nantinya, akan tetapi kareana produk saya ini masih belum ada 

label halalnya akhirnya produk saya di tolak katanya petugasnya 

harus ada label halalnya jika mau memasukkan barangnya kesini 

akhirnya saya bawa pulang lagi produk saya.
58

 

 

Peneliti juga menanyakan bagaimana cara bapak Sunardi ini 

meyakinkan konsumen atau pelanggan bapak bahwa produk bapak ini 

memang benar benar halal dan sehat; 

Semua orang sudah tahu bahwa keripik ini sudah halal, mereka 

semua sudah tahu cara membuatnya, bahan bahan yang dibutuhkan 

akan tetapi bedanya dengan yang saya jual ini katanya hanya lebih 

enak dan renyah. Saya kira mereka sudah yakin bahwa makanan ini 

halal didak ada campuran yang aneh aneh di dalamnya.
59

 

 

Selain itu peneliti juga mewawancarai salah satu tadi pekerja Bapak 

Sunardi yaitu Ibu Fitri: 

Ifitri tidak mengetahui tentang label halal, kewajiban untuk 

mendaftarkan label halal, saya disini hanya bekerja mencari nafkah 

untuk memenuhi kebutuhan saya tiap harinya. Saya tidak tahu jika 

keripik singkong ini harus memiliki label halal, saya tahu yaa 

sekarang ini saya baru dengar jika keripik singkong milik bapak 

sunardi ini harus memiliki sertifikat halal.
60

 

 

Dari penjelasan yang peneliti dapat dari pemilik usaha Keripik 

singkong dan talas, bahwa ternyata pemilik usaha tidak mengetahui 

kewajiban mendaftarkan produksinya sebagaimana yang di sebutkan dalam 

Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 4 yang mewajibkan 

semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, tidak 

tahu bagaimana cara untuk mendaftarkan sertifikat halal, takut 

pendaftarannya sulit serta memkan biaya yang banyak, mengangap label 

halal yang berada dikemasan suatu produk tidak terlalu penting karena 
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meskipun dengan tidak adanya label halal pada kemasan masih bisa 

berjalan, begitu juga dari konsumen tidak adanya tuntutan kepada pelaku 

usaha mengenai label halal tersebut, konsumen pun sudah merasa yakin 

dan aman terhadap produk tersebut, dengan adanya Undang-Undang yang 

mewajibkan semua peroduk harus memiliki sertifikat halal, maka hak hak 

konsumen setidaknya ada sedikit yang terpenuhi: 

a. Hak Atas Kenyamanan, Keamanan, Dan Keselamatan Dalam 

Mengkonsumsi Barang Dan/Atau Jasa. 

b. Hak Untuk Memilih Barang Dan/Atau Jasa Serta Mendapatkan Barang 

Dan/Atau Jasa Tersebut Sesuai Dengan Nilai Tukar Dan Kondisi Serta 

Jaminan Yang Dijanjikan. 

c. Hak Atas Informasi Yang Benar, Jelas, Dan Jujur Mengenai Kondisi 

Dan Jaminan Barang Dan/Atau Jasa. 

d. Hak Untuk Didengar Pendapat Dan Keluhannya Atas Barang Dan/Atau 

Jasa Yang Digunakan. 

e. Hak Untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, Dan Upaya 

Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut. 

f. Hak Untuk Mendapat Pembinaan Dan Pendidikan Konsumen. 

g. Hak Untuk Diperlakukan Atau Dilayani Secara Benar Dan Jujur Serta 

Tidak Diskriminatif. 

h. Hak Untuk Mendapatkan Kompensasi, Ganti Rugi Dan/Atau 

Penggantian, Apabila Barang Dan/Atau Jasa Yang Diterima Tidak 

Sesuai Dengan Perjanjian Atau Tidak Sebagaimana Mestinya. 
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i. Hak-Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.
61

 

Dari hasil wawancara yang di dapat dari dari konsumen bahwa 

mereka tahu terhadap label halal yang berada dalam kemasan suatu produk, 

mereka mengharapkan bahwa semua produk yang beredar di pasaran harus 

memiliki sertifikat halal maka dengan begitu konsumen akan merasa aman 

dan nyaman dalam memilih sesustu yang yang dibutuhkan serta konsumen 

pun tidak lagi hawatir atas mkanan tersebut. Selain itu juga dengan adanya 

label dikemasan menandakan makanan itu benar benar halal dan sudah di 

uji kehalalanya dengan konsumen akan lebih merasa aman dan aman dalam 

mengkonsumsi suatu produk. 

2. Urgensi Penerapan Sertifikat Halal bagi Produk UMKM Keripik 

Singkong Setelah Undang Undang No. 33 Tahun 2014 Di Desa Plerean 

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. 

Pelaku usaha didefinisikan sebagai orang perseorangan atau badan 

usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
62

 Sedangkan 

produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesui dengan syariat 

Islam. Dalam hal ini kesadaran pelaku usaha dalam hal sertifikasi halal ini 

sangatlah minim bahkan mereka tidak mengetahui bahwa produk yang 

mereka miliki harus memiliki sertifikasi halal sebagaimana yang sudah di 
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 Sekretariat Negara RI, Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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 Sekretariat Negara RI, Pasal 1 Ayat 12Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan 

Produk Halal. 
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sebut dalam Undang-Undang Nomorr 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal dalam Pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar dan 

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
63

 

Produk yang belum tersertifikat halal sudah banyak beredar di 

masyarakat bisa membahayakan masyarakat karena tidak adanya kepastian 

kehalalan serta keamanan dalam suatu produk tersebut. 

Kemudian peneliti menggali informasi mengenai pelakasaan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

kepada pelaku usaha dan kepada beberapa konsumen. 

Apakah Bapak selaku pelaku usaha mempunyai keinginan produk 

bapak mempunya setifikat halal; 

Iya, saya ingin mendaftarkan produk saya ini biar saya bisa lebih 

memperluas penjualan saya, tapi untuk saat ini saya masih belum 

mempunyai biaya untuk mendftarkan produk saya ini serta untuk 

mengumpulkan persyaratan persyaratan yang harus di lelengkapi 

belum ada waktu saya, mungkin berjalan seperti sekarang dulu 

nantik jika saya sudah mempunyai biaya saya akan daftarkan 

produksaya ini.
64

 

 

Apakah Bapak tahu untuk bisa mencantumkan label halal harus 

memiliki  sertifikasi halal; 

Saya masih belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan 

sertifikasai halal ini, serta pengurusanya saya masih belum tahu 

juga, biaya yang harus dikeluarkan untuk itu saya belum tahu 

nantinya saya takut pengurusannya sulit serta biayanya mahal.
65

 

 

Bagaimana tanggung jawab Bapak kepada konsumen atas produk 

yang Bapak jual jika di kemudian hari ada masalah; 
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 Sekretariat Negara RI, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 
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Selama ini mulai dari awal saya usaha keripik singkong dan talas ini 

hingga sekarang ini masih belum ada masalah mengenai produk 

yang saya jual ini, saya sangat berhati hati dalam pengelolahannya, 

dari bahan bahannya sampai pengemasannya saya sangat menjaga 

hal tersebut sebagai tanggung jawab saya menjaga produk saya ini 

supaya tidak mengecewakan pelanggan saya, jika di kemudia hari 

semisal produk saya menyebabkan pelanggan saya sakit karena 

memakan keripik saya ini saya pasti saya tanggung jawab.
66

 

 

Kemudian peneliti menggali informasi kepada pelangggan atau 

konsumen Bapak Sunardi, apakah mereka tahu tentang pelabelan halal serta 

apakan ada tuntutan dari mereka kepada produsen yang harus 

mencantumkan label halal ataukah komsumen biasa saja menkonsumsi 

makanan yang belum belabelisasi hahal. 

Sebelum melakukan wawancara peneliti sedikit menjelaskan 

tentang pentingnya sertifikat halal, manfaat dari adanya label halal yang 

ada dalam kemasan produk, dengan begitu peneliti menghapkan agar 

wawancara bisa berjalan dengan lancar dan yang di wawancari tidak 

merasa kebingungan atas pertanyaan yang akan peneliti tanyakan. 

Apakah Ibu tahu jika dalam suatu produk makanan biasanya di 

kemasannya terdapat label halal dan bagaimana menurut Ibu terhadap 

produk makanan keripik singkong dan talas sakroeni yang belum ada label 

halalnya; 

Mengenai label halal yang berada dalam kemasan produk makanan 

saya sudah tahu tetapi keripik singkong dan talas  sakroeni ini tidak 

ada lebel halalnya, saya sungkan untuk bertanya karena saya hanya 

membeli sedikit tidak banyak hanya untuk di makan saya sama 

keluarga saja.
67
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Apakah Ibu yakin bahwa keripik singkong dan talas Sakroeni ini 

sudah terjamin kehalalannya; 

Mengenai yakin atau tidak yakin terhadap kehalalan keripik 

singkong dan talas ini sudah halal pastinya dan dari dulu sudah ada 

keripik singkong, saya tahu sendiri tahu cara memebuatannya, 

bahan bahan yang di butuhkan, dan saya juga sering membuat 

keripik singkong sendiri tapi hasilnya tidak serenyah dan seenak 

keripik sakruni ini makanya saya memilih untuk membeli saja lebih 

instan, lebih enak, renya dan harganya cukup murah.
68

 

 

Apakah Ibu sebagai pelanggan atau konsumen sudah merasa aman 

dan nyaman atas makanan yang tidak mencantumkan label halalnya pada 

kemasan produknya; 

Kalau hanya keripik singkong ini saya sudah yakin kalok ini sudah 

halal dan aman dikonsumsi, tapi kalok produk produk yang lain 

mungkin harus ada label halalnya karena saya pernah lihat di berita 

(TV) ya ada makanan makan yang dicanpur dengan minyak babi 

dan hal hal yang di haramkan oleh agama.
69

 

 

Apakah Ibu setuju jika semua produk di Indonesia mencantumkan 

lebel halal dikemasannya atau memiliki ssertifikat halal; 

Saya sangat setuju jika semua produk itu memiliki sertifikat halal 

maka dengan begitu saya tidak perlu hawatir lagi terhadapat 

makanan yang akan saya konsumsi, saya juga akan merasa aman 

karena dengan danya label halal tersebut saya akan merasa di 

lidungin dari makanan  makanan yang tidak di perbolehkan.
70

 

 

Kemudian peneliti juga mewawancarai penjual bakso yang juga 

menjual keripik sakroeni ini di pangkalan baksonya. 

Apakah Ibu tahu jika dalam suatu produk makanan biasanya di 

kemasannya terdapat label halal dan bagaimana menurut Ibu terhadap 
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produk makanan keripik singkong dan talas sakroeni yang belum ada lebel 

halalnya;  

Saya tahu bahwa di kemasan produk biasanya harus ada label 

halalnya sebgai petunjuk jika makanan itu halal, menurut saya 

keripik sakroeni ini sudah halal meskipun tidak ada lebeb halalnya 

di kemasannya, saya pun juga hanya membatu untuk 

menjualkannya yang penting saya dapat uapah juga, penjualan 

disini cukup laris pelanggan bakso saya juga banyak yang suka 

dengan keripik sakroeni ini karena rasanya enak apalagi di makan 

sama bakso saya rasanya pas gitudah.
71

 

 

Apakah Ibu sebagai pelanggan sekaligus penjual keripik sakroeni 

ini sudah merasa aman dan nyaman atas makanan yang tidak 

mencantumkan label halalnya pada kemasan produknya; 

Selama ini aman aman saja, orang orang tidak terlau 

memperhatikan dan tidak menggap penting apakah ada label 

halalnya atau tidak mungkin di karenakan hanya keripik yang 

bahannya hanya dari singkong sarta pembuatannya yang cukup 

mudah serta bumbu tambahan yang di gunakan hanya garam atau 

masako dan selainnya hanya sebagai pelezat saja.
72

 

 

Apakah Ibu setuju jika semua produk di Indonesia mencantumkan 

label halal dikemasannya atau memiliki sertifikat halal; 

Saya setuju jika semua produk harus memiliki sertifikat halal dan 

mencantumkan lebel halal pada kemassan produknya, maka dengan 

begitu saya bisa merasa tenang sebagai penjual karena makana yang 

saya jual sudah jelas kehalalannya dijamin halala.
73

 

 

Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada pelaku usaha maupun 

konsumen menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban pelaku usaha untuk 

mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal serta 

mencantumkan label halal di kemasannya, banyak juga dari konsumen 
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yang tidak memperhatikan apakah makanan yang di konsumsinya sudah 

terjamin kehalalannya atau tidak maka dari itu sosialisasi mengenai label 

halal ini harus lebih di tingkatkan lagi agar pelalu usaha dan konsumen 

lebih berhati hati lagi. 

C. Pembahasan Temuan 

Masyarakat dari kalangan pelaku usaha diharapkan menambah 

wawasan dan informasi terkait industri halal. Pelaku usaha juga di tuntut 

untuk siap dalam mendaftarkan produksinya dengan maksud penjualan dari 

produksi yang di hasilkan bisa lebih meluas dan ada kejelasan hukum dari 

produk yang di pasarkan tersebut. 

1. Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM Keripik Singkong 

Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Di Desa Plerean 

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. 

Pemberian sertifikasi halal pada produk makanan pada dasarnya 

merupakan hal penting dan wajib yang harus diperhatikan oleh para pelaku 

usaha. Namun, tidak semua para pelaku usaha tahu tentang pelabelan halal 

tersebut maka dari itu mereka merasa kebingungan untuk mengurus 

sertifikasi halal pada produknya hal ini menyebabkan banyaknya produk 

yang beredar tidak ada kejelasan dalam kehalalannya. 

Peraturan dibuat dengan tujuan sebagai alat perlindungan hukum 

bagi masyarakat. Dengan adanya Peraturan Undang-Undang No. 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal maka diharapkan dapat memberikan 
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perlingdungan perlindungan hukum kepada masyarakat, tidak lagi ada yang 

dirugikan keresahan masarakat pun diharapkan bisa berkurang.  

Maka dari itu pemerintah sebagai perwakilan suara rakyat berperan 

dalam memberikan ketentraman kepada masyarakat, oleh karena itu 

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang, yakni Undang-Undang No. 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di keluarkannya Undang-

Undang ini guna memberikan hak-hak pada masyarakat selaku konsumen, 

sebagaimana dalam mewujudkan kegiatan usaha yang sehat antara 

konsumen dan pelaku usaha, perangkat peraturan perundang-undang seperti 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

juga mengatur hak konsumen yaitu: 

a. Hak Atas Kenyamanan, Keamanan, Dan Keselamatan Dalam 

Mengkonsumsi Barang Dan/Atau Jasa. 

b. Hak Untuk Memilih Barang Dan/Atau Jasa Serta Mendapatkan Barang 

Dan/Atau Jasa Tersebut Sesuai Dengan Nilai Tukar Dan Kondisi Serta 

Jaminan Yang Dijanjikan. 

c. Hak Atas Informasi Yang Benar, Jelas, Dan Jujur Mengenai Konsidi 

Dan Jaminan Barang Dan/Atau Jasa. 

d. Hak Untuk Didengar Pendapat Dan Keluhannya Atas Barang Dan/Atau 

Jasa Yang Digunakan. 

e. Hak Untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, Dan Upaya 

Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut. 

f. Hak Untuk Mendapat Pembinaan Dan Pendidikan Konsumen. 
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g. Hak Untuk Diperlakukan Atau Dilayani Secara Benar Dan Jujur Serta 

Tidak Diskriminatif. 

h. Hak Untuk Mendapatkan Kompensasi, Ganti Rugi Dan/Atau 

Penggantian, Apabila Barang Dan/Atau Jasa Yang Diterima Tidak 

Sesuai Dengan Perjanjian Atau Tidak Sebagaimana Mestinya. 

i. Hak-Hak Yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.
74

 

Dengan terbitnya undang-undang tersebut maka diharapkan kepada 

para pelaku usaha untuk melakukan peningkatan dan pelayanan sehingga 

konsumen tidak merasa dirugikan. Yang penting dalam hal ini adalah 

bagaimana sikap produsen agar memberikan hak-hak konsumen yang 

seharusnya diperoleh. Untuk mendapatkan sertifikasi halal prosusen harus 

mendaftarkan produksinya sebagaimana di jelaskan didalam uu jph yaitu: 

a. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis 

kepada BPJPH. 

b. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: 

1) data Pelaku Usaha 

2) nama dan jenis Produk 

3) daftar Produk dan Bahan yang digunakan 

4) proses pengolahan Produk.  

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan 

Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.
75
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 Sekretariat Negara RI, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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Pencantuman label di kemasan menjadi suatu kewajiban bagi setiap 

pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan produk pangan di 

Indonesia. Tujuan dari pencantuman label tersebut merupakan salah satu 

perwujudan dari pemenuhan hak konsumen untuk dapat memperoleh 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi suatu barang 

sehingga konsumen dapat memutuskan apakah akan membeli dan 

mengkonsumsi produk tersebut. 

Menurut hasil wawacara kepada pemilik usaha Keripik singkong 

dan talas bahwasanya mereka tidak mengetahui bahwa adanya kewajiban 

mendaftarkan produknya serta tidak faham bagaimana untuk mendapat 

sertifikasi halal tersebut. Konsumen sebagai penikmat dari suatu produk 

juga tidak terlalu memperhatikan serta menuntut adanya label halal 

dikemasan suatu produk. Selain itu minimnya sosialisasi dari badan 

penyelenggara jaminan produk halal yang menyebabkan tidak 

terselenggaranya jaminan produk halal. Selain itu sesuai pada kajian teori 

bahwa pengurusan Jaminan Produk Halal yang tidak bisa diurus di daerah 

kabupaten membuat para pengusaha daerah  terutama di pelosok kesulitan 

akses. 
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 Sekretariat Negara RI, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan 

Produk Halal. 
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2. Urgensi Penerapan Sertifikat Halal bagi Produk UMKM Keripik 

Singkong Setelah Undang Undang No. 33 Tahun 2014 Di Desa Plerean 

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember 

Pelaku usaha sebagai orang yang menyediakan barang harus bisa 

memberikan rasa keaman dan kenyamana bagi produsen maka dari hal ini 

pelaku usaha harus mengetahui adanya peraturan yang berlaku terkait 

dengan pelabelan halal serta perlundungan konsumen. 

Kegiatan sertifikasi halal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

jaminan produk halal. Proses sertifikasi halal dilakukan dengan cara 

penelusuran mendalam untuk mengetahui secara pasti apakah bahan bahan 

yang digunakan dalam pembuatan suatu produk pangan serta proses 

produksinya telah terjamin halal danatau tidak. Adanya sertifikat halal 

dimaksudkan agar konsumen muslim terlindungi dari produk-produk yang 

tidak halal. 

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: 

a. Mencantumkan Label Halal Terhadap Produk Yang Telah Mendapat 

Sertifikat Halal. 

b. Menjaga Kehalalan Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal. 

c. Memisahkan Lokasi, Tempat Dan Penyembelihan, Alat Pengolahan, 

Penyimpanan, Pengemasan, Pendistribusian, Penjualan, Dan Penyajian 

Antara Produk Halal Dan Tidak Halal. 

d. Memperbarui Sertifikat Halal Jika Masa Berlaku Sertifikat Halal 

Berakhir. 
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e. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.
76

 

Adapun yang menjadi syarat produk pangan halal menurut syariat 

Islam adalah: halal zatnya, halal dalam memperolehnya, halal dalam 

memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam 

pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya. Pemeriksaan suatu produk 

halal dilakukan oleh sebuah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan 

Kosmetika Majelis Ulama’ Indonesia (LPPOM) yang dibentuk oleh Majelis 

Ulama’ Indonesia.
77

 

Produk halal sekarang bukan hanya sebatas untuk kepentingan 

agama tetapi merupakan sesuatu yang juga penting dalam industri 

perdagangan. Jaminan terhadap suatu produk terutama produk makanan 

merupakan tanda bahwa produk yang bersangkutan terjamin kualitasnya. 

Dalam hal ini konsumen akan lebih memilih produk yang berlabel halal, 

sebab kualitas dari produk halal lebih terjamin kualitasnya. 

Dalam Pasal 4 UUJPH telah diatur dengan jelas bahwa produk yang 

masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib 

bersertifikat halal. Apabila pelaku usaha telah memperoleh sertifikat halal 

maka pelaku usaha wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang 

telah mendapat sertifikat halal sesuai yang diatur dalam Pasal 25 huruf (b) 

UUJPH. 

                                                           
76

 Sekretariat Negara RI, Pasal 25 Undang-Uundang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan 

Produk Halal. 
77

 Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 

147. 
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Namun kenyataannya sekarang ini masih banyak dijumpai produk 

makanan yang tidak berlabel halal. Salah satu produk makanan tidak 

berlabel halal yang mudah ditemui di pasaran sebagai besar dari produk 

UMKM yang berada di Kabupaten Jember khususnya di Desa Plerean yaitu 

Keripik singkong dan talas milik Bapak Sunardi. Bahkan bukan hanya ini, 

disana juga banyak produk yang beredar tidak mencantumkan label halal. 

Sesesuai dari hasil wawancara pada penyajian data bahwa 

kurangnya sosialisasi dari BPJBH kepada pelaku usaha maupun konsumen 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kesadaran pelaku usaha 

untuk mencantumkan label halal masih rendah. Begitu pula dengan 

konsumen dalam membeli produk kurang memperhatikan terhadap label 

halanyal hal tersebut menyebabkan tidak terlaksananya Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini 

Pemerintah memegang peranan penting dalam pelaksanaan memberikan 

jaminan terhadap peredaran produk tidak berlabel halal. Salah satu upaya 

yang bisa kita lihat saat ini yang telah dilakukan oleh Pemerintah adalah 

dengan membuat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal (UUJPH), namun hal tersebut masih kurang maksimal karena 

dari kalangan pelaku usaha serta konsumen masih belum mengetahui 

adanya Undang-Undang tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan 

diatas adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal bisa dibilang belum 

maksimal, karena sampai saat ini masih banyak dari kalangan pengusaha 

belum mengetahui tentang Undang-Undang jaminan produk halal, 

sehingga pengaturan sertifikasi halal dapat dikatakan belum terselenggara 

dengan baik. Tetapi dengan adanya Undang-Undang tentang jaminan 

produk halal sudah bisa melindungi konsumen (masyarakat) serta 

meminimalisir peredaran produk yang tidak bersertifikasi halal.  

2. Pentingnya penerapan sertifikasi halal bagi konsumen dan  produsen sudah 

jelas untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian 

ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan 

menggunakan suatu produk. Begitupun bagi pelaku usaha bisa 

meningkatkan nilai tambah untuk produksinya serta bisa meningkatkan 

penjualan produknya agar lebih meluas. Hal ini sesuai dengan peraturan 

yang mengatur tentang sertifikat dan labelisasi halal yakni Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.  

B. Saran 

1. Harus diadakan sosialisasi secara maksimal oleh badan yang bertugas 

dalam penjaminan produk halal kepada pelaku usaha dan konsumen 
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mengenai pentinganya sertifikasi halal, bagi pelaku usaha sangatlah 

penting untuk menjaga kualitas produksinya. Mencantumkan label halal 

adalah wajib sebagai mana yang telah di sebutkan dalam Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

2. Diadakannya pengawasan yang ketat terhadap produk yang beredar di 

Indonesia agar pelaksanaan sertifikasi halal berjalan dengan maksimal dan 

pendaftaran mengenai sertifikat halal agar dipermudah guna untuk 

mempermudahpelaku usaha untuk mendaftarkan produksinya. 
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